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5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga

6. Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3447),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
8. Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia
Nomor 3637);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
9. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999
tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
11 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/11/2004
tentang Sistem Kesehatan Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
12 S5S65/MENKES/ PER/II/2011 tentang Strategi Nasional
Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 - 2014
13 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2017: tentang
Kawasan Tanpa Rokok. )
Peraturan Bupati Gowa tentang Tata Cara Pemberian Sanksi
Administratif ~ terhadap  Pelanggaran  Pencegahan  dan
Pengendalian  Penyakit Menular  (Tuberkulosis, Kusta,
HIV/AIDS)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN

2 TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
BATEGULUNG KECAMATAN BONTONOMPO
KABUPATEN GOWA.

KESATU Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Bategulung
) Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dengan susunan
anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :
a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis
Desa
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b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial
dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis

C. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim

TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas

Melakukan Penyuluhan

Melakukanpenjaringan/identifikasi suspek

Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas utk diperiksa dahaknya

Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg

telahdidiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas

Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas

h. Melakukan Pencatatan yang sederhana

i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

Q@ Mo o

KETIGA Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penger!dal'ian
tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra
penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di : Bategulung
Pada tanggal : \¥ Seprember 2015° -
Brtgguls,. 17, SeTember. 2025
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STRUKTUR TIM TB DESA BATEGULUNG

Penasehat - 1.KEPALA DESA BATEGULUNG

Penanggung Jawab : 1. SEKERTARIS DESA

Ketua

Sekretaris
Bendahara
Koordinator Kader
Anggota :

o N o o o=

2. KETUA LKMD
3. KEPALA PUSTU/ BIDAN DESA

: SUPRIADI

: KASMAWATI M
: HJ. TANIASI

: SUDARMI

JUMRIANI DG TARRING
RUKMANASARI
NURDALISAH
NURBAYA DG BAJI
WANTI

NURJANNAH

ST NADARIAH
ROSMIANINGSIH

2.KEPALA PUSKESMAS BONTONOMPO
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